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BUPATI DEMAK 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR [l· TAHUN 2012 

TENTANG 

., 

KOORDINASI UNTAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEMAK, 

a. bahwa dalam rangka meningkati<an penyelenggaraan 

pemerintah dan pel,1ksanc1an pembar,gunan secara berdaya 

guna, dan berhasil guna ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 

Tahun 2006 tentang Koordinasi Lintas Satuan Kerja; 

r b. bahwa clengan ditetapkannya Organisasi Perangkat Daernh 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 

Penataan Organisasi Perangkat Daerah, rnaka Peraturan Bupati 

Demak Nomor 7 Tahun 2006 tentang KlJ,ordinasi lintas Satuan 

Kerja perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan 

Organisasi Perangkat Daerah yang baru. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkc)n Pe,·aturan Bupati 

tentang Koordinasi Lintas Satuan Kerja PE!rangkat Caerah. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahur, :i.950 te~tang pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

kepegawaian sebagaimana t~lah diubah denga«-



Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
i 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

Kepegawaian; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tc)hun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koruosi; 

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun. 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa1 kali d1ubc1h terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 T~hun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 21J04 tentang Perimb3ngan 

Keuangan antara Pusat dan Pemerintahc1n Daerah; 

6. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011. tP.ntang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentar.g 

Organisasi Perangkat D ,erah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah antara · rem1:?rintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang·Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

11. Per?.turan Daerah Kabupaten Demal< Nomor 2 Tahun 2008 

tf'., 1tang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tilhun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak/r 



Menetapkan 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja c1inas, Daerah Kabl1paten 

Demak; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Demak; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 T::ihun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecaimatan dan Kelurahan 

Kabupaten Demak; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak l\lomor 6 Tr1rwn 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja L1embaga Lain :::>aerah 

Kabupaten Demak; 

17. Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor S:7 "fahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Da~rah. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI LINTAS 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Koordiriasi Lintas Satuan Kerja 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Bagari Alur 

Koordinasi sebagaimana tercantum· dalam lamµiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

Pasal: 2 

l<oordinasi Lintas Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kacupaten 

Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksana:Can sesuai 

Tugas pokok Asisten Sekretaris Daerah y2ng meliputi : 

c1. Asisten Pemerintahan, dengan fungsi sebagai koordinator 

penyefenggaraan kegiatan di bidang kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta pembinaan terhadap perangkat Daerah yang 

menjalankan fungsi pelayanan public (public service)4-



-

b. Asister. Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, 

dengan fungsi sebagai kciordinator pEmyelenggaraan kegiatan di 

bidang kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan 

terhadap Perangkat Daerah yang menjalan.~an fungsi pembangunan, 

perekonomian dan kesejahteraan rakyat (public facility and economic 

development); 

c. Asisten Administrasi, dengan fungsi zebagai koordinator 

penyelenggaraan kegiatan di bidang kebijakari, pedornan dan 

petunjuk teknis serta pembinaan terhadap Perangkat Daer::1h yang 

menjalankan fungsi Administrasi (administ~ative function); 

Pasal 3 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ya11g dikoordinir Asisten 

Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah 

sebagai berikut: 

a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 

b. Baaan Pemberdayaan Masyarakat dan KB; 

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

d. Sadan Pelayanan Perizimm Terpadu dan Penanaman Modal 

e. Inspektorat; 

f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun9an Masyarr1t,,..at; 

g. Satuan Polisi Pamong Praja; 

h. Bagian Pemerintahan Umurn; 

i. Bagian Hubungan Masyarakat; 

j. Bagian Hukum 

k. Kecamatan ( 1.4 Kecamatan ). 

I. Kelurahan ( 6 Kelurahan ). 

Pasal 4 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikoordinir Asisten 

Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteroan Rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah 5ebagai be:ri:<ut : 

a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambang1n dan Energi; 

b. Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKr-4-' 



c. Dinas Pertanian; 

d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
I 

f. Dinas Kelautan dan Perikana ,; ,, 

g. Dinas Kesehatan; 

h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 

j. Sadan Pelaksanan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; 

k. Sadan Perencanaan Pernbangunan Daerah; 

I. Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga; 

m. Kantor Lingkungan Hidup; 

n. Kantor Pemt erdayaan Perempuan clan Perlindungan Anak; 

o. Sagian P ~rekonomian; 

JJ. Bagia., Kesejahteraan Rakyat; 

q. Sagian Pembangunan. 

Pasal 5 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikoordinir Asisten 

Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah 

sebagai berikut : 

a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; 

b. Sadan Kepegawaian Daerah; 

c. Kantor Pendidikan dan Pelatihan dan Peneli~ian dan Pengembangan; 

d. Kantor Perpustakaan dan Arsip; 

e. Sagian Umum; 

f. Sagian Keuangan; 

g. Sagian Organisasi dan Kepega·>"1aian. 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku , maka Peraturan Supati 

Demak Nomor 07 Tahun 2006 tentang Koordinasi Lintas Satuan Kerja 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku4""" 



Pasal "/ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dhJndangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya· dalam Serita Daerah 

Kabupaten Demak. 

Dite kan di Dematc 
~ . -itan I . 
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Diundangkan di Demak 
pada tanggal .J 3 }J \i '°').., 
SEKRETARISDAERAH KABUPATEN DEMAK 

· .. \{,-i1AH1r', 
:v/"' ..._,,,..,~,..._, ......,_ 

-0 

Serita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomo n-
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BAGAN ALUR KOORDINASI LINTAS SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 

I 

ASISTEN PEMERINTAHAN 

I 

MEMBAWAHI 

1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 
2. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT -3. BAGIAN HUKUM 

MENGKOORDINIR 

rl- DJaAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN Sli'll. 
2. SADAN PEMBERDAYMN MASYARAKAT DAN KB 
3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
4. SADAN PELAYANAF>I PEKIZIN>\N TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 

~ 

S. INSPEKTORAT 
6. KANTOR KESATUAN BANr.~A, POLITIK DAN UNMAS 
7. SATUAN POUSI PAMONG PRAJA 
8. KECAMATAN (14 KECAMATAN) 
9. KELUAAHAf-l (6 KELURAHAN) 

,.,, 

I 

BUPATI 

WAKIL BUPATI 

I 

SEKRETARIS DAERAH 

. 
I 
I 

ASISTEN 
EKONOMI, PEMBA,''iUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

I 

MEMBAWAHI 

1. BAGIAN PEREKONOMIAN 
2. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 
3. BAGIAN PEMBANGUNAN 

MENGKOORDINIR 

1. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI 
2. DINAS PERINDUSThIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 
3, DINAS PERTANIAN 
4. DINAS SOSIAI., TENAGA KERJA DAN TR.'\NStt.IGRASI 
5. DINAS PAkIWISATA DAN KEBliDAYAAN 
6. DINAS KELAUTAN DAN P=RIKANAN 
7. DINAS KESEHATAN 
8. OINAS PEMDIDIKAN, PEMUDA DAN OLEH RAGA 
9. CINkS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
10. BADAN PELAKSANA PENYULuHAN DAN KETAHANAN PANGAN 
11. BAQAN ~~N PEMBANGUNAN DAERArl 
12. RUMAH SAKIT UMUM DAER.AH SUNAN KALDAGA 
13. KAl'!TOR U~GKL1MGAN HIDUP 
14. KANTOR PEMEERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK 

I 

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI DEMAK 
NOMOR tf tfAtiLlT1 .?QI) 
TANGGAL ,t-~ ·)V f 1· )0/~ 

I 

ASISTEN ADMINISTRASI 

I --- --~~-<~•-

MEMBAWAHI 

1. BAGIAN UMUM 
2. BAGIAN KEUANGAN - 3. BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 

MENGKOORDINIR 

1. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 
'J. SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

I I 3. KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN LITBANG 
y4. KANTOR PERPUSTJ'l<MN DAN ARSIP - : 

s~ ~·-
)' ": .· ~ :, & 

~ i :-,;.- ~: I l 'A ~ 

" I ~~ c~· 

~~ 
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:CHI'N SAID 
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